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ABSTRAK

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa
bertindak  sewenang-wenang lagi dalam kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan, karena Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, telah merubah makna Keputusan Tata Usaha
Negara (TUN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Keputusan TUN menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

bersifat final dalam arti lebih luas;

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Disamping hal itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, telah merubah pula makna Keputusan TUN fiktif
negatif menjadi Keputusan TUN fiktif positif, Artinya apabila Badan atau
Pejabat Pemerintahan bersikap diam atau mengabaikan permohonan
masyarakat, maka sikap diamnya Badan atau Pejabat Pemerintahan harus yang
dimaknai sebagai Keputusan yang bersifat mengabulkan (positif) bukan
menolak (negatif), sehingga masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan
dapat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara agar Badan atau Pejabat
Pemerintahan mengeluarkan Keputusan atau tindakan hukum.

Kondisi demikian tentu akan menimbulkan permasalahan hukum,
karena perubahan makna tersebut tidak dinyatakan secara tegas didalam
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
sehingga ada dualisme pengaturan Keputusan TUN. Dari permasalahan
tersebut dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Apa persamaan dan perbedaan antara Keputusan TUN yang diatur dalam
UU PTUN dengan Keputusan TUN yang diatur dalam Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan.

2. Apa implikasi dan dampak hukumnya perbedaan pengaturan Keputusan
TUN vyang diatur dalam UU PTUN dengan pengaturan Keputusan TUN
yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan
yuridis-normatif, analisisnya yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menemukan adanya implikasi dan dampak baik bagi
masyarakat maupun bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan. Dampaknya ada
yang positif ada juga yang negatif.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1
ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. salah satu ciri
negara hukum menurut FJ. Stahl ahli hukum dari Eropa Kontinental adalah adanya
peradilan Administrasi/Peradilan Tata Usaha Negara.>. Demikian pula halnya dengan.

Jimly Asshiddigie

Jimly Asshiddigie, menyatakan, “terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar
utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Keduabelas prinsip tersebut adalah :?
Supremasi Hukum (Supremacy of Law);

Persamaan dalam Hukum (Equality Before the Law);

Asas Legalitas (Due Process of Law);

Pembatasan Kekuasaan;

Organ-organ Pendukung yang Independen;

Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

Peradilan Tata Usaha Negara;

Peradilan Tata Negara (Constitutional Court);

© o N o g R~ wDdh -

Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat);
11. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare state);

12. Transfaransi dan Kontrol Sosial.

! Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin dalam bukunya Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, PT.
Bina Cipta, Bandung, 2004, him. 5 F.J. menguraikan ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh FJ. Stahl
dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental yang memberikan ciri-ciri negara hukum (rechtsstaat) sebagai
berikut : 1) Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) Pemisahan kekuasaan negara; 3) Pemerintahan
berdasarkan undang-undang; 4) Adanya peradilan administrasi. Juga menguraikan cirri-ciri Negara hukum yang
dikemukakan A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon, yang memberikan ciri-ciri negara hukum (The Rule of
Law) sebagai berikut : 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga
seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; 2) Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi
rakyat biasa maupun bagi pejabat; 3) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-
keputusan pengadilan.

2 Jimly Asshiddigie, dalam bukunya Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta, PT. Buana llmu Populer
Kelompok Gramedia, 2009, him 82.



Dari kedua belas pilar tersebut di atas, nampak bahwa salah satu pilar yang menyangga
berdirinya negara hukum tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Di negara-negara
maju, konsep Negara kesejahteraan (welfare state) dan perkembangan sosial telah
mendesak pemikiran-pemikiran mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun).®

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU
5/1986), merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut

telah mengalami dua kali perubahan :

1. Pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(UU 9/2004);

2. Pada tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (UU 51/2009).

Perubahan undang-undang tersebut membawa konsekuensi berubahnya pengaturan
Keputusan Tata Usaha Negara,® yang semula diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diatur
kembali dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, yang dimaksud dengan Keputusan
Tata Usaha Negara adalah :

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

3 Martiman Prodjohamidjojo, “Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara”, Bogor Ghalia Indonesia, 2005.
4 Lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ada 4 lingkungan, yaitu lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan bahwa Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

5 SF Marbun, dalam bukunya “Peradilan Tata Usaha Negara”, Liberty, Yogyakarta, 2003, him 39,
menguraikan istlah Keputusan dalam bahasa Belanda disebut “Beschikking”, dalam bahasa Perancis “acte
administratif”, dan di Jerman dinamakan “Verwaltungsakt”.



undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Disamping hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, mengatur pula Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif yang
merupakan perluasan dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, yaitu Keputusan
yang bersifat penolakan® suatu permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, menentukan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya
tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dia dapat digugat di
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Intinya bahwa setiap Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang dia terima , apabila
yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundang-undangan menjadi tugas
(kewajibannya). Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalaikan
kewajibannya itu, maka walaupun dia tidak berbuat apa-apa (diam saja) terhadap
permohonan yang diterimanya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
menganggap dia telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi penolakan permohonan
tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara fiktif-negatif).” Sebagai contoh dapat
dikemukakan : Pada tanggal 1 Januari A telah mengajukan permohonan untuk
memperoleh sambungan telepon kepada Telkom. Sampai lewat 6 (enam) bulan tidak ada
jawaban apa-apa dari Telkom. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Telkom disamakan dengan telah mengeluarkan
keputusan yang menolak permohonan tersebut. Terhadap sikap diam dari Telkom

tersebut, menurut Indroharto merupakan Keputusan fiktif negatif.2 Contoh lain yang

8 Prajudi Atmosudirjo, dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, him 94
menyatakan bahwa penetapan atau keputusan administrasi negara tersebut dinamakan negatif bilamana bersifat
penolakan terhadap permohonan dari warga masyarakat yang bersangkutan.

" Wiyono, dalam bukunya “Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
menguraikan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif , yaitu Keputusan yang tidak dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, padahal menjadi kewajiban dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk
mengeluarkan keputusan tersebut. keputusan ini disnggap seolah-olah ada, padahal sebenarnya secara faktual
dalam bentuk penetapan tertulis tidak ada. Disebut Keputusan Tata Usaha Negara fiktif, karena Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak permohonan.

8 Indroharto Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991. him 107.




terjadi di Kota Bandung, Sdr. Liemas Handy merasa terganggu oleh kegiatan usaha
penggorengan tempe milik Ny. Meniwati yang berada di belakang rumahnya. Atas dasar
hal tersebut, Sdr. Liemas Handy mengajukan permohonan pembatalan Surat Ijin yang
berkaitan dengan usaha penggorengan tempe milik Ny Meniwati kepada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, namun sampai lewat 6 (enam) bulan

tidak ada jawaban apa-apa dari BPPT. °

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UU 30/2014), dimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
memberikan arti yang memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dan mengatur pula Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersifat fiktif positif yaitu keputusan yang bersifat mengabulkan suatu permohonan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga membawa konsekuensi hukum memperluas
wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara yang
objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat diketahui dari
ketentuan Pasal 87 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekultif,
legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

bersifat final dalam arti lebih luas;

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

=

O oo

% Hasil wawancara dengan Bapak Asep Mulyana, SH Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bandung.



Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Jika contoh pemasangan sambungan telpon kepada Telkom atau permohonan pembatalan
surat ijin kepada BPPT Kota Bandung tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 53 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, maka sikap diam dari Telkom atau BPPT tersebut secara hukum harus
dianggap telah mengabulkan permohonan tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara fiktif
positif). Sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat digugat di
PTUN dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2015
tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan
Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan,
dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan atau Pejabat Pemerintahan)
berkedudukan sebagai Termohon sedangkan orang perorangan arau badan hukum perdata
atau badan hukum pemerintahan yang mengajukan permohonan yang merasa
kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak
dilakukannya tindakan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan berkedudukan sebagai
Pemohon. Istilah yang digunakan dalam perkara ini bukan gugatan akan tetapi

permohonan, sehingga para pihak yang bersengketa disebut Pemohon dan Termohon. °

Dengan demikian jelas bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan
wewenang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas. Yang semula hanya

berwenang memeriksa dan memutus Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,

10 | jhat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk
Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan
atau Pejabat Pemerintahan.



individual, final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersifat fiktif negatif (keputusan yang berisi penolakan permohonan) sebagaimana
dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, sekarang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang pula memeriksa dan memutus
Keputusan Tata Usaha Negara yang juga mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan
dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
penyelenggara negara lainnya, Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Keputusan
Tata Usaha Negara yang bersifat final dalam arti lebih luas, Keputusan yang berpotensi
menimbulkan akibat hukum, dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat,
serta Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif.

Dengan demikian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, tidak ada alasan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
untuk tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan warga

masyarakat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini menjamin
bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap
warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan undang-undang
ini, warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara, karena hal itu
tidak selaras dengan negara hukum. Menurut Soehino, dalam negara hukum yang pokok
adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan
perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga
negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari

tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.

Namun perlu pula dicermati, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut menimbulkan permasalahan hukum

pula, yaitu adanya pertentangan antara Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif

11 Soehino, Hukum Tata Negara : “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum”, Yogyakarta, 1985, hlm. 9, dalam Fathurohman, Dian Aminudin,
Sirajuddin, Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2004 him 5.



negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif
positif sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan. Permasalahan tersebut timbul, misalnya ketika Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang dimohonkan oleh masyarakat, namun yang bersangkutan bersikap diam saja
tidak berbuat apa-apa. Maka sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut
menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, harus dianggap menolak, sementara menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sikap diam Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara tersebut harus dianggap mengabulkan (Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersifat fiktif positif).

Jika contoh tersebut diatas benar-benar terjadi, apa implikasi hukumnya, apakah
permohonan masyarakat tersebut harus dianggap ditolak atau dikabulkan ? mengingat
adanya perlakuan yang berbeda manakala Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
bersikap diam, maka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sikap diam tersebut harus dianggap menolak. Sedangkan
apabila berpedoman kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, sikap diam tersebut harus dianggap mengabulkan. Inilah

posisi hukum yang menjadi bagian dari pembahasan skripsi ini.

Timbul pula pertanyaan, ketentuan mana yang harus dijadikan pedoman oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) atau oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, manakala Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara bersikap diam, Apakah harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah berpedoman kepada ketentuan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ? atau
sebaliknya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dengan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan “asas Lex posteriore derogat
lex priore” (undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama; atau
menggunakan “asas Lex specialis derogat legi generali” (undang-undang yang bersifat

khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum). Lalu ketentuan mana
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yang bersifat khusus (lex specialis) dan ketentuan mana pula yang bersifat umum (lex
generalis). Apakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan merupakan lex specialis, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lex generalis ataukah sebaliknya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
merupakan lex specialis dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan merupakan lex generalis.

Permasalahan tersebut di atas, menarik untuk dikaji. Untuk hal mana, peneliti tergerak
untuk melakukan penelitian dan mengambil Skripsi dengan judul :

“IMPLIKASI*?? HUKUM PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN™.

B. Identifikasi Masalah.

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut di atas, maka

dirumuskan identifikasi masalahnya'® sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan antara Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek
Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo
UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan Tata Usaha
Negara sebagai objek sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014);

2. Apa implikasi (akibat) dan dampak hukum perbedaan pengaturan Keputusan Tata
Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9
Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan pengaturan Keputusan Tata Usaha
Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

12 Implikasi bila didefinisikan bisa disebut sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari temuan dan hasil atas
suatu penelitian. Secara bahasa implikasi mempunyai makna sesuatu yang telah tersimpul atau disimpulkan di
dalam suatu penelitian. Implikasi selalu dihubungkan dengan kesimpulan dan saran dalam sebuah penelitian.

13 peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa yang pertama kali harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah
mengidentifikasi apakah isu yang dihadapkan kepadanya merupakan isu hukum atau bukan. Lihat Peter
Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, him. 61.



C. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang perbedaan dan persamaannya
antara Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara
yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU
No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) ?

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Akibat dan Dampak perbedaan
pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5
Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan
Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30
Tahun 2014).

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini sangat berguna baik untuk keperluan teoritis maupun untuk keperluan

praktis.

1. Secara Teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara sebagai penyelenggara pemerintahan terutama bagi
Hukum Admnistrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara. Terhadap dunia
akademik, diharapkan hasil penelitian ini sebagai dorongan atau motivasi untuk
melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Khususnya berkaitan dengan masalah-
masalah aktual yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Secara Praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia

praktik dan kepada siapa saja yang berminat menekuni bidang ini.



E. Metode Penelitian.

Penulisan dalam penelitian ** ini mempergunakan metode, sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian.
Sepesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta
menganalisa fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis. 1°
2. Metode pendekatan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis-normatif. Yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan
menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.
Data Sekunder dimaksud meliputi bahan hukum primer,*” bahan hukum sekunder*®
dan bahan-bahan tersier. Selain itu, digunakan pula data primer untuk mendukung
penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang telah ada.
3. Tahap Penelitian.
Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah
a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri
dari, bahan-bahan hukum primer (primary sources or authorities) berupa
peraturan perundang-undangan nasional (mandatory primary sources) maupun
peraturan perundang-undangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota (persuasive
primary sources) yang berkaitan dengan objek yang diteliti; bahan-bahan hukum
sekunder (secondary sources or authorities), yaitu bahan-bahan yang erat
kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer seperti putusan pengadilan,
makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia

pembentukan hukum (law reform organization), kamus hukum, opini publik,

14 Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi. Lihat Peter Mahmud Marjuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, him. 35.

15 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung, 2006, him.
120.

16 Soerjono Sukanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1995, him. 13.

17 Mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental lainnya dan bekas
jajahannya, Indonesia adalah penganut civil law system. Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara
penganut common law lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan pengadilan atau
yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marjuki, Op. cit, him. 144,

18 Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi
hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan. Peter Mahmud Marjuki, Ibid. him. 155.
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artikel, majalah, jurnal, surat kabar dan sebagainya;*® dan bahan-bahan tersier,

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.

b. Penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan, meneliti dan
menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang
data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk
mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan
data melalui naskah resmi yang ada;

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara
langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang
terdiri dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Teknik pengumpulan data seperti ini,
dalam prakteknya ternyata terdapat kendala antara lain :

1) Pejabat yang hendak didatangi tidak ada ditempat, sehingga penulis dilayani
oleh petugas yang ada ditempat. Sementara dilain pihak petugas yang
bersangkutan kurang menguasai substansi dialog yang dikemukakan oleh
penulis.

2) Dokumen-dokumen yang diperlukan tidak diperoleh secara lengkap, karena
petugas pemegang dokumen sedang tidak ada ditempat, sehingga untuk dapat
memperoleh bahan penulisan harus dilakukan beberapa kali kunjungan.

5. Metode Analisis Data.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan

metode analisis yuridis kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan inti permasalahan.

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah :

a. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan
Perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten

dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara

19 Sunaryati Hartono, Op. Cit. him. 134.
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F.

peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan
peraturan diatasnya.

b. Tidak adanya Kkesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
implementasinya di lapangan, sehingga tidak ada kepastian hukum.

Sistimatika Penulisan.

Sistimatika penulisan ini memuat gambaran ringkas isi untuk masing-masing bab.
Adapun sistimatika penulisan yang dirancang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistimatika

sebagai berikut :

Pada Bab | Tentang Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, yang memberikan
gambaran tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebelum dan sesudah lahirnya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan; identifikasi masalah
dibagi dalam 2 (dua) permasalahan inti, yang sifatnya merangkum pokok masalah yang
tergambar dari komponen judul dan latar belakang masalah; maksud dan tujuan
penelitian, memberikan gambaran secara komprehensif dari tujuan yang hendak dicapai
dalam penulisan ini; kegunaan penelitian, memberikan gambaran manfaatnya penulisan
secara teoritis dan praktis; metode penelitian, menjelaskan tentang spesifikasi penelitian,
metode pendekatan, tahap penelitian, alat pengumpulan data, dan analisis, serta yang
terakhir dari bab pendahuluan adalah penjelasan pola secara menyeluruh dari Bab | (satu)

sampai Bab V (lima) dari tulisan ini yang disebut dengan sistimatika penulisan.

Dalam Bab Il Tentang Peranan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan, penulis akan menguraikan system penyelenggaraan pemerintahan; urusan
pemerintahan; Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AUPB); pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan unsur-
unsurnya menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Jenis-jenis Keputusan
yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan Tata
Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara; dan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat disengketakan di pengadilan
menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
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Bab Ill Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, penulis ingin memberikan gambaran
mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Administrasi
Pemerintahan/Keputusan Administrasi Negara) menurut Undang-Undang Admnistrasi
Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014); Bentuk-bentuk Keputusan Tata Usaha Negara
Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014); dan
Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Menurut Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

Dalam Bab IV Tentang Implikasi Hukum Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara
Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini penulis mulai
menganalisis antara Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha
Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004
Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek
sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) dengan cara membandingkan persamaan dan
perbedaannya; dan menganalisis implikasinya vyaitu akibat dan dampak hukum
perbedaan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU
No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan
Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU
No. 30 Tahun 2014). Analisis hukum tersebut mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan asas-asas penyelenggaraan Negara, asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB) dan asas-asas umum lainnya seperti asas peraturan

perundang-undangan.

Pada bab terakhir yaitu Bab V, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran

berdasarkan hasil analisis mengenai masalah telah diidentifikasikan dalam Bab I.
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